Menimbang

Mengingat

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 100.3.3.2/KEP.538-DISHUB /2025

TENTANG

KAWASAN KAMPUNG TERTIB LALU LINTAS

.a.

L

DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi
masyarakat khususnya pengguna jalan, serta untuk
menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan
kenyamanan bagi masyarakat, perlu ditetapkan kawasan
kampung tertib lalu lintas;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kawasan
Kampung Tertib Lalu Lintas dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6760);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan




Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7050);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 297);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019
tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda
Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
266);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Majalengka Nomor:
B/179/V/2025/Lantas Tanggal 10 Mei 2025 perihal
Permohonan Penetapan Kampung Tertib Lalu Lintas.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KAWASAN KAMPUNG
TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN
MAJALENGKA.

Menetapkan Kawasan Kampung Tertib Lalu Lintas di
Kabupaten Majalengka;

Kawasan Kampung Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU berlokasi pada ruas jalan komplek
Perumahan BTN Munjul Kelurahan Majalengka Kulon
Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dengan Peta
Kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini;

Dalam rangka mewujudkan Kampung Tertib lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan
kolaborasi antara Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan
Masyarakat;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Juni 2025




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 100.3.3.2/KEP. 538 -DISHUB/2025
TENTANG KAWASAN KAMPUNG TERTIB LALU
LINTAS

PETA KAWASAN KAMPUNG TERTIB LALU LINTAS
PADA RUAS JALAN KOMPLEK PERUMAHAN BTN MUNJUL
KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

Jin. Siti Armilah

KETERANGAN KETERANGAN
A. GAPURA KAMPUNG TERTIB LL E. MURAL LANTAS
B. KAMERA CCTV F. PENERANGAN JALAN UMUM
C. POS PANTAU KAMPUNG G. PORTAL
D. TAMAN BACA H. RAMBU LALU LINTAS

|. PENYEBRANGAN ORANG




